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BAB III 

PENUTUPAN 

A. Kesimpulan 

1. WALHI DIY memainkan peran yang sangat krusial dalam 

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mereka 

tidak hanya terlibat dalam tahap perumusan kebijakan dengan 

mengajukan berbagai usulan konkret, tetapi juga terus mengawal 

implementasi regulasi tersebut setelah disahkan. WALHI DIY 

berupaya memastikan bahwa perda ini memiliki mekanisme yang 

efektif dalam menindak pelanggar lingkungan, memulihkan kawasan 

yang terdampak, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui advokasi, 

kampanye publik, serta pemantauan terhadap kebijakan pemerintah 

daerah, WALHI DIY telah menjadi aktor utama dalam memastikan 

bahwa perda ini benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan 

lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan ekologi dan 

kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta. 

2. Dalam perjalanannya, WALHI DIY menghadapi berbagai hambatan 

yang cukup kompleks. Tantangan utama yang mereka hadapi meliputi 

resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, 

seperti industri dan pengusaha yang merasa bahwa regulasi lingkungan 
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yang ketat dapat menghambat bisnis mereka. Selain itu, proses 

legislasi yang penuh tarik-menarik kepentingan serta birokrasi yang 

panjang juga menjadi kendala dalam memastikan perda ini dapat 

disusun secara optimal. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam 

proses perumusan kebijakan serta lemahnya penegakan hukum 

lingkungan di DIY semakin memperumit upaya WALHI DIY dalam 

memperjuangkan kebijakan lingkungan yang efektif. Tidak hanya itu, 

keterbatasan sumber daya dan kapasitas sebagai organisasi non-

pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri bagi WALHI DIY dalam 

menjalankan perannya. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, 

WALHI DIY tetap berkomitmen untuk mengawal perlindungan 

lingkungan hidup di Yogyakarta dengan berbagai strategi advokasi 

yang cermat dan berkelanjutan. Mereka terus mendorong transparansi 

dalam proses legislasi, membangun dukungan dari berbagai elemen 

masyarakat, serta mengawasi penerapan regulasi agar tidak hanya 

menjadi kebijakan normatif tanpa dampak nyata. Dengan perjuangan 

yang gigih, WALHI DIY berperan sebagai garda terdepan dalam 

memastikan bahwa kebijakan lingkungan hidup di DIY tidak hanya 

mengakomodasi kepentingan ekonomi semata, tetapi juga melindungi 

keseimbangan ekologi dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat 

dan lestari. 
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B. Saran 

Untuk meningkatkan efektivitas perannya, WALHI DIY perlu 

memperkuat advokasi dengan membangun jejaring yang lebih luas dengan 

akademisi, komunitas, dan organisasi lingkungan guna memperkuat 

argumentasi berbasis data ilmiah. Partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan lingkungan juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan 

sosialisasi agar mereka lebih sadar akan hak dan tanggung jawab dalam 

menjaga lingkungan. 

Selain itu, penguatan kapasitas internal melalui dukungan 

pendanaan dan sumber daya dapat meningkatkan efektivitas advokasi dan 

pemantauan kebijakan. WALHI DIY juga dapat mengembangkan 

mekanisme pemantauan independen, seperti sistem pelaporan masyarakat 

berbasis teknologi, untuk memastikan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 

2015 berjalan optimal. 

Pemerintah daerah dan DPRD DIY harus terus ditekan agar tidak 

hanya mengesahkan regulasi, tetapi juga benar-benar menegakkannya. 

Dengan strategi yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan berbasis data, 

WALHI DIY dapat semakin berdaya dalam mengawal kebijakan 

lingkungan hidup dan memastikan perlindungan ekologi serta 

kesejahteraan masyarakat. 
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